TR b +ExATURAN DAERAH KABUP DAERAH TINGKAT II
NOMOR : TAHUN : 1980,

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN °
; < ¢ BUPATEN DAFRAH TINGKAT IT amywm. %

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATT KEPATA DAERAH TINGK:T II BAM Yumas €

lienimbang ¢ 2. bahwa dalam rangka peningkatan kélancaran penydlenggaraaan Pe
merintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil gu
na khususnya yang megpyangkut bidang Peternakan di Kabupaten -
Daerah Tingkat II ?5%43§F1 y Maka perlu meninjou dan mene
tapkon kembali Susunan Organisasi, dan Tataokerja Dinas Peternak
an Kabupaten Daerah Tingkat II ;61 U AP

b. bahwa sesual dengan pasal 49 Undang-undang No.5 Tahun 1974 JIS.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan Instruk-
si Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1920 tersebut, maoka di -
pandang perlu menuangkan Susunan Orgonisasi gan Tatakerja Di -
nas Peternakan Kabupaten Daeraoh Tingkat II 1;1A4f)

dalam Peraturan Daerah.

Mengingnt ¢ 1. Undang-undang No.5 Tohun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;

2. Undang-undang No.1% Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dae-
rah Kabupoten dalam lingkungan Fropinsi Jawa Tengah ;

3. reraturan Pemerintah No.33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penye
rohan sebagian dari urusan feqerintah Pusat dalam lapangon ke-
hewanan kepada Fropinsi Jawa ‘engah ;

4. Peraturan lienteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ben
tuk Peraturan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Fo
la Orgonisasi femerintah Daerah dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 363 Inhun 1977 tentang Fe
doman fembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Dae-
rah ;

7. Instruksi Menteri Dalaom Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Fe-
tunjuk Pelatsanoan Mengenai fembentulkon, Susunan Orgonisasi -
ap dan_iatakerja Dinas Peternokan ;

\‘f?. Fferaturan Daerah-daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli

1961 tentang Penyerahan sebagzion dari tugasnya dalam lapangan
Kehewnnan kepoda Daeroh Tingkat II ( Lembaran Daerah Jawa le-
ngah Nomor 7/ 1962 Seri 4 )

=

Dengon persetujuan Dewon Perwalrilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ’%*“‘“

r1»?/unu/kﬂ=p

MEMUTUSKAN :
Menetopkan ¢ PERATURAN DAER'H KAB'PATEN DAERAH TINGK'T IT J““MJTENTANG
SUSUN.Y ORGANISAST DAN TATGKERJA DINAS PETTRWAKAN KABUPATEN DAE
RAH TIVGKAT IT WA AP
~ B &B—T
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Lanpiragh-I-Instruksi Gubernur Kepala ™

Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal, AGUSTUS 1980

SUSUNAN-ORGANISAST--DAN-TATA-KERJA DINAS/PETERNAKAN

B & Bk
] KETENTUAN UMUM

$Zm ‘ ! [ pasal 1

Dalam Enstasddes] ini yang dimaksud dengan :

% Bupati Kepala, Daerah adalah BupatifWeliketemedya Kepala Dagerah
. Tlngkat II AR ‘Mﬁ..!ﬂ

be 5§?i5i%5ah Daer h adalah Pemerintah KabupatenikebemsdsePgerah Tingkat II ..

ce Din eternakan adalah Dinas Peternakan Kgbupater/Hotemedya Daerah Tingkat
I C)WJ RO WA

BAaB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUKGSI
Pasgl 2

(1) Dipas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk ber
. dasarkan kewenangan pangkszl dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah
Tingkat II sebagai urusan rumah tanggs.' Daerah Tingkat II dibidang Peterna~
kane

(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada BupatiFWelikotwmséya Kepala Daerah

Pasal 3

: Dinas Peternskan mempunyal tugas pokok
ae Melaksanakan usahs dan kegiatan untuk memgjukan Peternakan ;
b. Melaksanakah usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Petanl Peter

. hak ;
ce Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/¥sdikotzmadye Kepala Daerah.

Pasal &
Zeg é}ﬂg it
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 ¥s

Sruesi ini, Dinas Peternakan mempunyai fangsi :
a. Perumusan kebijaksanaan tekhnis, pemberian bimbingan dan-pembinaan terhadap Pro
duksi, pemasaran dan koperasi Peternakan serta perlindungan terhadap hewan ter
. hnak ;3
. be Pembér:.an perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ber
. laku 3
ce Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dah sesual dengan Peraturan Perundang-undaqg
. an yang berlaku j
d. Pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaann tugas pokoknya sesugi de—
ngan kebijaksamaan yang ditetapkan oleh Bupati/Wadiketansdys Kepala Daerah
_ berdasarkan Peraturan Perundang-undangah yang berlaku j;
e+ Pengurusan Tata Usgha Dina s Peternakan.

B A B III
ORGANISASI

Baglan Pertama

SUSUNGN seessssssscencsascssen



5 A
Susunan Organisasi

Pagal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

®. Sub Bagian Tata Usaha
Cs Seksi Bina Program 3
d. Seksi Produksi g

es. Seksi Usaha Tani 3

f. Seksi Keschatan Hewan
g. Seksi Penyuluhan,

-e

..

(2) sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan, dan masing-masing Seksi terdi-
ri dari 3 Sub Seksi;

(2)'8ub Bagian Tata Usaha dan seksl, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan,

Bagian Kedua

Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyal tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimak-
sud dalam pasal 3 S
<M e
Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha
Bogal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiepkan urusan surat menyu-
rat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan perlengka
ban, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang~undangan,

Pasal 8

/}rlﬁtL Awéfbﬁ~
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 me?&iﬁéggsigéiggk-

-8i ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalancn dinas
dan/Jrumoh tangga ; /_ urusan ;

b. menyiapkan penyusunan :encana dan program ketatalaksanakan Dinas Peter-
nakan ;

¢, melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;

€., menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;

f, menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan—keputusan, insruk-
si dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang peternakan,

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a, Urusan Umum ;

b. Urusan kepegawaian ;

c. Urusan keuangan ;

d, Urusan Efisiensi dan Tatalaksana,

(2) Masing-~masing urusan sebagal dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh se -

orang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa=-
la Sub Bagian Tata Usaha,

Pasal. 1). Mo e s evsrcsssnsscas
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Pasal- 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi,penggandaan,
rumah tangga, pemeliharasan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan
serta dokumentasi.

Pasgl 11
Urusan Kepegawailan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian,
Pasgl 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembeayaan dan pendapat
an,pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Psgsal 13

Urusan Effisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan ren
cana ketatalaksanaan serta menyiapkan nasksgh peraturan-peraturan pelaksanaan =
Instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undanganh dibidang peternakan.

Bagian Keempat
Seksi Bina Progran

Pasal 14
Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan
. program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 15 f? ) mm
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal l4-£5mpi?;§9¥1§ns%rﬁksi

ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

a@e menyiapkan rencana dan program peternaksn

be mengikuti perkembangan dab membina pelaksanaan rencana program dan proyek

. serta merumuskan rencaha penyesuaiah ;
ce merumuskan kebijaksanaan tekhnis dibidang peternakan,mengadakan evaluasi dan

menyusun statistik.
Pasal 16
(1) Seksi Bina Program terciri dari :
aes Sub Seksi Data ;

b, Sub Seksi Perumusan dan Pengendslian -
Ce Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Seksi=Sub Seksi scbagaimsna dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing di-
pimpin odeh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung ja=-
’ wab kepada Kepala Seksi Bina Prograim,

Pasal 17

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,pengolahan dan penya
jian data serta penyusunan statistik.,

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusuhan
rencaha dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
ahalisa hasil pelaksanaan program kerja serts menyusun naskah laporan.

Bagian Kelimg
Seksi Prodaksi
Pasal 20

Seksi Ssevsesnarveee
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~ Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, produksi dan sarana Pro
duksi, penyediaan makanah ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutan=

nya.

Pasal 21 f
: U= e
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 ini,

Seksi Produksi mempunyai fungsi @

Se

b

Co

(1

melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan & penyebaran bibit
ternak dan insemingsi buatan ;

melaksanakan pembinsan dan bimbingan dibidang penyediaan nakanan.pepnak dan
pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri dan limbah
pertanian ;

melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidsng pengolahan Hasil=hasil ternak
beserta ikutannyas.

Pasgl 22
Seksi Produksi terdiri dari :

a. Sub Seksi Pembibitzn ;
b, Sub Seksi Makanan Ternak ;3
ce. Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak ;

(2))Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimang dimaksud ayst (1) pasal ini, masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Produksi.,

Pasai 25

Sub SeksiPembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan reprodukisi ternak,
seleksi dan standardisassi mutu ternak serta mengatur pola penyebaran bibit ternak.

Pasal 24

Sub Seksi Makanan Ternak mempunyai tugas melsksanankan pembinpaan dibidang pe-
nyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil=hasil ikutannya atau hasil buangah
industri serta limbah pertaniane.

Pasal 25

Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak mempunyal tugas melaksanakan pembinaan di-
bidang pengelolaan hasil-=hasil ternak beserta ikutannyae.

Bagian Keenaau
Seksi Usaha Tani
Pasal 26

Seksi Usgha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengu
sahaan peternakan, pengembangan pemasaran hasil peternakan dan menyiapkan ahalisa
kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang peternakane.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26

Pasal 27 f% M

! 1 ini,

Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

a., pembinaan dan pengembangan pengusahaan peternakan ;

pembinaan penyelenggaraah serta pengembangan pemasaran hasil peternakan ;
pembinaan permodalan ;

pengurusan perizihan.

be
Ce
de

Pasal 28

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

Se
b

Sub Seksi Izin Perusghaan ;
Sub Seksi Informgsi Pasar ;

ce Sub Seksi Permodalans.

( 2 ) Sub SERSi es s s ss e s
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. (2) Sub Seksi=Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pssal ini masing=
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan ber
tangkting jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 29
Sub Seksi Izin Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengembangan pengusahaan peternakan, merumuskan pedoman permintaan izin serta

persysratan usaha peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Pasal 30

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas pembinaan penyelenggaraan
dan pengembangan pemssaran hasil peternakan serta ikutannya.
Pasal 31
Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan

serta menyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraah usaha
dibidang peternakan.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 32

..' Seksi Kesehatan Hewah mempunyai tugas pembinaan dibidang pengamatan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesechatan masyarakat veterinair,

Pasal 33 f
éruxétvfﬁo
Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 32<Laap$¥an:ifi§£;g£éi%

<=t ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi

@e pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan ;
bs pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan pehyakit hewan ;
Ce pembinaan dibidang keschatan masyarakat veterinair.

Pasal 34

(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
aes Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
bs Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
ce Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.

(2) Sub Seksi-Sub Secksi sebagaimana AizaBsud ayat (1) pasal inil masing=-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
‘ jaweb kepada Kepala Seksi Kesechatan Hewan.

Pasal 35

Sub Seksi Pengamatan Penyskit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dibidang pengamatan penyakit hewan,

Pasal 36

Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melak
sanakah pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 37

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksana-—
kan pembinaan dibidang kesehatan bahan~bahan asal hewan dan pemberantasan pe-
nyakit Zoonosa.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhzn
Pasal 38

Seksi Penyululan mempunyai tugas pembinsan dan penyuluhan peternakan
serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta
penyuluhane

Pasal 39 Secscsevsssacsnesse



